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KEYNOTE SPEECH
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
PADA ACARA PENUTUPAN

Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Harmonisasi
Rencana Kegiatan DAK Fisik Tahun Anggaran 2017

Surabaya, 29 September 2016

Yang kami hormati Gubernur Jawa Timur;
Yang kami hormati Bapak/Ibu Bupati/walikota se-Provinsi Jawa Timur;

Yang kami hormati para pejabat eselon Il dari Kementerian/Lembaga teknis,
Bappenas, dan Kementerian Keuangan;

Yang kami hormati para pejabat dari Kantor Staf Kepresidenan, Komisi
Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan;

Yang kami hormati Kepala Bappeda, Kepala Biro Keuangan atau Kepala
Badan/Dinas yang menangani keuangan, dan Kepala SKPD Provinsi,
kabupaten, dan kota se-Provinsi Jawa Timur; dan

Yang kami hormati seluruh peserta rapat koordinasi.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Rahmat dan Kuasa-Nya, pada hari
ini kita dapat menghadiri acara penutupan: “Rapat Koordinasi Sinkronisasi
dan Harmonisasi Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun
Anggaran 2017”

Bapak/Ibu yang kami hormati,

e Sebagaimana diketahui, pembahasan RAPBN 2017 telah dimulai tanggal
16 Agustus 2016 yang lalu, yang ditandai dengan Pidato Kenegaraan
Presiden Republik Indonesia sebagai pengantar penyampaian RUU APBN
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2017 beserta Nota Keuangannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI, guna
dibahas dan ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, yaitu:
“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan
Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan antar
Wilayah”, maka dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBN tahun
2017, Pemerintah juga telah mencanangkan Kebijakan Fiskal dengan tema:
“Pemantapan Pengelolaan Fiskal Untuk Peningkatan Daya Saing dan
Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan
Berkeadilan”.

RAPBN tahun anggaran 2017 disusun secara hati-hati dengan
memperhatikan perkembangan perekonomian nasional dan global terkini
yang akan mempengaruhi pendapatan dan belanja negara. Penetapan
rencana pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan disusun
se-realistis mungkin agar pelaksanaannya lebih kredibel dan lebih
memberi kepastian kepada semua pihak, termasuk pemerintah daerah.

Salah satu bagian penting dari Belanja Negara adalah Transfer ke Daerah
dan Dana Desa. Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2017
diarahkan pada penguatan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan
Dana Desa dalam rangka implementasi nawacita, antara lain dengan:

1. Mengkonsolidasikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sejalan
dengan anggaran Kementerian/Lembaga;

2. Memperbaiki pengalokasian dan optimalisasi penggunaan Dana Alokasi
Umum dan Dana Bagi Hasil;

3. Memperbaiki pengalokasian Dana Transfer Khusus untuk percepatan
penyediaan pelayanan dasar publik dan pencapaian prioritas nasional,
melalui:

a. Pengalokasian DAK Fisik berdasarkan usulan daerah (proposal based)
dan prioritas nasional.

b. Afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan
transmigrasi.

c. Pengalokasian DAK Nonfisik sesuai dengan kebutuhan untuk
mendukung peningkatan pelayanan publik di daerah.
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4. Mengalokasikan anggaran Dana Insentif Daerah (DID) untuk memberikan
penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan
keuangan, pelayanan publik, perekonomian dan kesejahteraan daerabh;
dan

5. Mengalokasikan Dana Desa secara bertahap untuk memenuhi amanat
UU No. 6 Tahun 2014.

Bapak/lbu hadirin yang berbahagia,

e Sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam Nota Keuangan dan
RAPBN tahun 2017, anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2017
direncanakan sebesar Rp760 triliun. Anggaran tersebut diperkirakan akan
mengalami peningkatan pada saat pembahasan dengan DPR RI nanti.
Walaupun anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2017 relatif
lebih rendah dibandingkan pagu anggaran dalam APBN Perubahan tahun
2016, yaitu sebesar Rp776,25 triliun, namun secara nominal Transfer ke
Daerah dan Dana Desa lebih tinggi dari belanja kementerian/lembaga. Ini
menunjukkan bahwa di tengah-tengah sulithya upaya meningkatkan
penerimaan negara, Pemerintah tetap mempunyai komitmen untuk
mengalokasikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa secara
memadai, agar dapat mempercepat penyediaan infrastruktur dan
sarana/prasarana pelayanan dasar publik bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat.

Salah satu jenis Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang mempunyai
peranan penting bagi pembangunan infrastruktur dan sarana/prasarana
pelayanan publik di daerah adalah Dana Transfer Khusus, berupa Dana
Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik). Sebagian besar daerah di Indonesia, baik
daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi maupun yang rendah, telah
menempatkan DAK Fisik sebagai komponen penting dari belanja modal. DAK
Fisik telah menjadi instrumen utama untuk mempercepat penyediaan
infrastruktur pelayanan publik dalam rangka meningkatkan capaian SPM.

Mengingat pentingnya peranan DAK tersebut, sejak tahun 2016 Pemerintah
telah melakukan revolusi kebijakan DAK Fisik, yakni dengan merubah
mekanisme pengalokasiannya dari semula menggunakan pendekatan
formula based, dengan kriteria umum (aspek kemampuan keuangan), kriteria
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khusus (aspek kewilayahan), dan kriteria teknis (aspek kebutuhan teknis dari
Kementerian/Lembaga), diubah menjadi dengan pendekatan proposal based.
Perbaikan kebijakan DAK Fisik tersebut akan disempurnakan pada tahun
2017 dengan:

1.
2.

Mempertajam bidang dan menu kegiatan;

Menyempurnakan proses pengalokasian DAK Fisik berdasarkan usulan
daerah (proposal based);

Menetapkan alokasi DAK Fisik melalui Perpres, meliputi: alokasi per
jenis, per bidang, dan per daerabh;

Mempercepat penetapan juknis DAK Fisik, penetapan juknis dengan
Perpres, dan berlaku 3 tahun untuk memberi kepastian bagi daerah;
Menghilangkan kewajiban Dana Pendamping, agar tidak membebani
daerah;

Memperbaiki mekanisme Penyaluran DAK Fisik per bidang per triwulan
yang berbasis kinerja penyerapan (performance based); dan

Memperbaiki sistem pelaporan penyerapan dan capaian output DAK
berbasis sistem aplikasi.

e Pada tahun 2017 nanti, DAK Fisik terdiri dari 3 jenis, yaitu:

1.

DAK Reguler, diarahkan untuk mempercepat pemenuhan SPM bidang
pelayanan dasar publik, yang mencakup 7 bidang, yaitu: pendidikan,
kesehatan, perumahan dan permukiman, pertanian, kelautan dan
perikanan, sentra industri kecil dan menengah; dan pariwisata.

DAK Penugasan, diarahkan untuk mempercepat pencapaian sasaran
yang menjadi prioritas nasional, yang mencakup 8 bidang, vyaitu
pendidikan (SMK), kesehatan (RS rujukan regional), air minum, sanitasi,
jalan, pasar, irigasi, dan energi skala kecil.

DAK Afirmasi, diarahkan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur
dan saranal/prasarana di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan,
dan transmigrasi, yang mencakup 3 bidang, yaitu: perumahan dan
permukiman; transportasi (transportasi desa, dermaga kecil, dan tambatan
perahu); dan kesehatan (puskesmas).

Bapak/Ibu hadirin yang kami hormati,
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Sesuai dengan siklus penganggaran APBN, pengalokasian DAK Fisik tahun
2017 dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu :

1. Penentuan jenis dan bidang/subbidang/menu kegiatan DAK yang sesuai
dengan kebutuhan daerah dan sasaran prioritas nasional;

2. Penyusunan format/template aplikasi usulan DAK per bidang/subbidang
yang akan diberikan kepada daerah untuk menyampaikan usulan DAK;

3. Pemberitahuan kepada daerah mengenai tatacara penyampaian usulan
DAK melalui penyampaian surat resmi kepada kepala daerah dan kegiatan
workshop;

4. Penerimaan, verifikasi, dan penilaian usulan DAK Fisik dari daerah
(usulan dirinci per kegiatan per bidang/subbidang) oleh K/L teknis,
Bappenas, dan Kementerian Keuangan;

5. Pembahasan hasil penilaian atas usulan rencana kegiatan per
bidang/subbidang oleh K/L teknis, Bappenas dan Kementerian Keuangan,;

6. Pelaksanaan sinkronisasi/harmonisasi rencana kegiatan antarbidang
DAK, antardaerah, dan antara DAK dengan nonDAK;

7. Pengalokasian DAK per bidang/subbidang per daerah dan pembahasan

kebijakan alokasi antara Pemerintah dengan DPR.
Saat ini kita berada pada tahap sinkronisasi dan harmonisasi rencana
kegiatan DAK. Hasil sinkronisasi dan harmonisasi ini akan digunakan
oleh Pemerintah untuk menentukan alokasi DAK per bidang per daerah,
agar alokasinya lebih tepat sasaran, efektif untuk menghasilkan output
kegiatan yang dapat dinikmati masyarakat, dan bisa saling mendukung
antardaerabh.

Perlu kiranya Bapak dan Ibu ketahui, bahwa Rapat koordinasi rencana
kegiatan DAK seperti ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah
penganggaran dan pengalokasian DAK di Indonesia. Ini merupakan
bagian penting dari upaya Pemerintah untuk menjaga proses
pengalokasian DAK Fisik agar dapat dilakukan secara transparan,
akuntabel dan governance yang baik, dengan berpijak pada empat
prinsip utama, yaitu:

Pertama: prinsip pembangunan berkelanjutan.

Sesuai dengan prinsip ini, usulan kegiatan yang akan didanai dari DAK harus
merupakan kewenangan daerah, bagian dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
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yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan
kegiatannya harus bisa menghasilkan output/outcome yang bermanfaat
langsung bagi masyarakat.

Kedua: prinsip sinkronisasi pendanaan pembangunan daerah.

Sesuai dengan prinsip ini, usulan DAK dari daerah harus disinkronisasikan
antara bidang yang satu dengan bidang lainnya, antara daerah yang satu
dengan daerah lainnya, termasuk antara kabupaten/kota dengan provinsi,
dan antara kegiatan DAK dengan kegiatan yang didanai dari non DAK,
sehingga dapat segera memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Ketiga: prinsip percepatan penyediaan infrastruktur di daerah.

Sesuai dengan prinsip ini, pengalokasian DAK akan diprioritaskan untuk
mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah, baik infrastruktur yang
terkait dengan pelayanan dasar untuk pemenuhan SPM, maupun infrastruktur
yang terkait dengan pengembangan industri, perdagangan, pariwisata, sektor
perekonomian lainnya.

Keempat: prinsip pengalokasian DAK berbasis kinerja penyerapan.
Sesuai dengan prinsip ini, tingkat penyerapan DAK tahun sebelumnya akan
diperhitungkan dalam pengalokasian DAK tahun berikutnya. Hal ini tentu akan
menjadi tantangan tersendiri bagi daerah untuk dapat menunjukkan
komitmen secara nyata, bahwa apa yang diusulkan dan apabila telah
disetujui oleh Pemerintah, maka harus dapat dilaksanakan sesuai dengan
target output dan batas waktu yang ditetapkan.

e Selain di Provinsi Jawa Timur, sejak tanggal 8 September lalu kami juga telah
melaksanakan Rapat Koordinasi ini di lokasi-lokasi lain secara simultan.
Secara keseluruhan, kegiatan rapat koordinasi sinkronisasi dan harmonisasi
rencana kegiatan DAK tahun 2017 dilaksanakan di 21 lokasi, termasuk di
Surabaya pada hari ini, dan akan selesai sebelum bulan Oktober tahun 2016.

Bapak/lbu hadirin yang kami hormati,

e Beberapa perubahan kebijakan yang telah kami sampaikan tadi, tentunya
hanya dapat terlaksana dengan baik apabila ada dukungan dari seluruh
kementerian/lembaga, Bappenas, dan juga Pemda provinsi, kabupaten, dan
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kota. Untuk itu, melalui forum yang berharga ini kami terus mendorong
dan mengajak Bapak/lbu sekalian untuk bersinergi dalam pengelolaan
DAK Fisik, baik pada tahap perencanaan dan penganggaran, dan
pengalokasian seperti saat ini, maupun pada tahap penyaluran, pelaporan,
serta monitoring dan evaluasi DAK Fisik tahun 2017 nanti.

Selanjutnya, sebelum mengakhiri sambutan ini, perkenan kami
menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada
jajaran Pemda Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan dukungan bagi
pelaksanaan Rapat Koordinasi ini.

Kami berharap kegiatan Rapat Koordinasi pada hari ini dapat mewujudkan
alokasi DAK Fisik yang berkualitas serta pelaksanaan DAK Fisik yang efektif
dan efisien. Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada
Bapak/Ibu narasumber dari kementerian/lembaga teknis dan Bappenas, atas
koordinasi dan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi
hari ini.

Semoga upaya dan kerja keras yang kita lakukan ini bisa meningkatkan
kualitas pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara, serta
dicatat sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah SWT. Amiin.

Akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, “Rapat
Koordinasi Sinkronisasi dan Harmonisasi Hasil Penilaian atas Usulan
Daerah Sebagai Dasar Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun
Anggaran 2017” secara resmi saya nyatakan ditutup.

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Surabaya, 29 September 2016

Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan,

Boediarso Teguh Widodo
NIP.195808231982101001
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